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Penelitian ini mengkaji implementasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4
Tahun 2016 tentang Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di
Desa Sungai Tabukan, Hulu Sungai Utara. Latar belakang masalah ini adalah
masih banyaknya masyarakat setempat yang menggunakan jamban di sungai
untuk buang air besar, meskipun telah ada regulasi yang melarang praktik
tersebut, sehingga menghambat terwujudnya lingkungan yang sehat dan bersih.
Permasalahan utama penelitian ini adalah mengukur sejauh mana efektivitas perda
tersebut serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambatnya. Tujuan penelitian ini
adalah untuk mengetahui tingkat efektivitas perda BABS di Desa Sungai Tabukan
dan menguraikan kendala-kendala yang memengaruhi implementasinya.

Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Hukum Empiris dengan
pendekatan Kualitatif. Data dikumpulkan melalui observasi langsung di lapangan
dan wawancara mendalam dengan pihak pemerintah desa, puskesmas, serta
masyarakat setempat.

Hasil temuan dan analisis menunjukkan bahwa Perda Nomor 4 Tahun
2016 masih belum efektif sepenuhnya dalam mengubah perilaku masyarakat.
Analisis menunjukkan bahwa kendala utama berasal dari berbagai sisi: Pertama,
kuatnya kebiasaan turun-temurun dan faktor kepraktisan masyarakat dalam buang
air sembarangan di sungai, diperparah dengan minimnya pengetahuan dan
kesadaran mereka akan perda. Kedua, keterbatasan infrastruktur dan kondisi
geografis yang menantang, seperti banyaknya rumah di pinggir sungai yang sulit
dibangun WC standar, serta kondisi rawa. Ketiga, tingkat ekonomi masyarakat
yang rendah menghalangi kepemilikan WC layak dan keterbatasan kapasitas
PDAM memengaruhi ketersediaan air bersih. Keempat, implementasi dari sisi
pemerintah desa dan puskesmas masih menghadapi tantangan, termasuk lemahnya
penegakan sanksi dan belum optimalnya sosialisasi serta penyediaan solusi
alternatif yang komprehensif.
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